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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Penyelesaian pembagian harta bersama dalam Putusan Nomor 

6376/Pdt.G/2021/PA.Cbn dan Putusan Nomor 

935/Pdt.G/2021/PA.Praya pada persamaanya adalah permohonan 

penetapan harta bersama yang telah bercampur dengan hutang piutang, 

fenomena hukumnya berkembang penafsirannya terhadap adanya 

Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 junctoSema No 3 

tahun 2018 Juncto Sema Nomor 3 tahun 2000 tentang penyelesian 

Harta bersama peradilan agama harus dipisahkan dengan perjanjian 

hutang piutang, adanya kontribusi salah satu pihak terhadap 

bertambahnya harta bersama, unsure hukum di atas merupakan 

pertimbangan dari metematis dibagikannya harta besama menjadi 1/3 

(sepertiga) kepada Penggugat dan 2/3 (dua pertiga) dengan, selain itu 

praktik perkembangan penyelesaian peradilan kredit syariah 

perkawinan dan kredit perbankan konvensional yang tunduk pada 

yurisdiksi Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Agama. 

2. Akibat hukum dari adanya gugatan perceraian,  maka berakibat hukum 

pada adanya posita serta merta penggugat untuk mendapatkan 

kepastian hukum dan kedudukan hukum serta kewajiban hukum pasca 

perceraian pada para pemohon dan perbankan, akibat hukum tersebut 

yaitu adanya gugatan soal pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah isteri 
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dan harta bersama, penyelesaian harta bersama yang berada dalam 

penetapan permohonan harta bersama di Pengadilan Negeri antara 

Datuk Perpatih dan Baharudin mengetahui akibat kondisi perceraian 

terhadap harta jaminan perbankan , dan para pihak mengetahui solusi 

penyelesaian dengan perbankan terhadap kondisi diatas. 

B. Saran 

1. Disarankan agar hakim dapat menafsirkan pemilihan hukum yang akan 

diutamakan ketika harta bersama yang dimohonkan putusan serta 

merta dalam satu gugatan perceraian, apakah hukum waris jika kondisi 

harta bersama bercampur dengan waris, dan pembagian harta bersama 

dengan mengedepankan hak perbankan dalam melakukan penagihan 

penyelesaian atas jaminan hutang yang tercampur dengan harta 

bersama. 

2. Disarankan agar hakim lebih mempertimbangkan dan mengutamakan 

hukum formil yang ada dalam SEMA No 3 Tahun 2000 dan Sema No 

3 tahun 2018 sehingga dapat menemukan hukum dalam pembagian 

harta bersama yang berada dalam kondisi dalam perjanjian jaminan 

kredit perbankan. 
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